PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 64 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA,
SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN DPRD, ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
o WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015, maka Peraturan Walikota Makassar
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Biaya perjalanan dinas
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Makassar, dipandang tidak sesuai lagi
dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan sehingga perlu di
tinjau kembali;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas,
transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas,
gp- perlu diatur pedoman belanja perjalanan dinas bagi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai
Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.

C. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu di
tetapkan kembali Peraturan Walikota Makassar tentang
pedoman perjalanan dinas bagi Walikota/Wakil
Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota
DPRD Pegawai Negeri Sipil serta non Pegawai Negeri Sipil
Kota Makassar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negeri Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Permmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Instruksi Presiden Nomor S5 Tahun 2011 tentang
Perjalanan Dinas Luar Negeri;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan
Menter:i Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi
Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014,
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD Kota Makassar (Lembaran daerah Kota
Makassar Nomor 5 tahun 2005);

18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Dacrah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota
Malkassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor
7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pernbentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar
Tahun 2013 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-
Polok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);

0. Peraturan Walikota Makassar Nomor 66 Tahun 2009
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2009
Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEDOMAN
PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA,
SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN DPRD, ANGGOTA
DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL KOTA MAKASSAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
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10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Makassar.

Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Makassar.

Pejabat Daerah dan Pegawai Negerl Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan
Pejabat Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Non Pegawai Negeri Sipil adalah selain pegawai negeri sipil Pemerintah Kota
Makassar yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan
penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Makassar.

Pejabat berwenang acalah Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan
Sekretaris Daerah Kota Makassar;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah  pada pemerintah  daerah selaku  pengguna
anggaran/barang.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan
yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang
dilakukan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kepentingan
Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.

Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan
(diluar Provinsi Sulawesi Seclatan) yang dilakukan untuk kepentingan
Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan
dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak
keluar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar Negeri ke tempat
yang dituju di dalam Negeri.

Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen vang memuat pendapatan dan belanja yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.

Surat Perjalanan Dinas yang seclanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas
bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD,
pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil.

Pelaksana SPD adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan
Anggota DPRD, pegawal aparatur sipil negara dan non pegawai aparatur
sipil negara yang melaksanakan perjalanan dinas.

Biaya rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran
yang sah.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu
(pre calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang

dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.



22. Surat Perintah perjalanan dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah surat
perintah kepada Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan
DPRD, Anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil serta non Pegawai Negeri Sipil
melaksanakan perjalanan dinas.

23. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor SKPD berada.

24. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II
PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 2

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas
serta berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan
daerah;

b. efisien, yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan secara
hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata;

c. efektif, yaitu pelaksanaan anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan
pencapaian kinerja kegiatan SKPD; dan

d. akuntabel, vaitu pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas
dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB III
JENIS PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 3

Perjalanan dinas meliputi :
a. perjalanan dinas dalam daeran;
b. perjalanan dinas luar daerah;
c. perjalanan dinas luar negerl.

Pasal 4

(1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dalam wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan dari tempat kedudukan (Kota Makassar) ke tempat
yang dituju di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan kembali ke
tempat kedudukan semula.

(2) Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat
kedudukan (Kota Makassar) ke tempat yang dituju diluar Provinsi Sulawesi
Selatan dan kembali ke tempat kedudukan semula.

(3) Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan dinas dari kedudukan
(Kota Makassar) ke tempat yang dituju diluar Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan kembzli ke tempat kedudukan semula.

Pasal 5

Perjalanan dinas dilakulkan dalam rangka :

pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya,

menempuh ujian dinas/ujian jabatan;

mengikuti pendidikan dan pelatihan,

pao o




e. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS yang
meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau

f. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS yang
meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat
pemakaman; dan

g. Hal-hal lainnya dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan
Pemerintahan Dacrah.

Pasal 6

Perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri yang
dilaksanakan oleh Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan
DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Serta Non Pegawai Negeri Sipil,
dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta
memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan
dengan substansi kebijakan daerah.

BAB IV
JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS

Pasal 7

(1) Jumlah hari perjalanan dinas untuk tujuan menghadiri undangan dari
kementerian/lembaga/instansi/Pemerintah daerah lainnya, lamanya hari
perjalanan dinas di tetapkan maksimal dihitung berdasarkan jumlah hari
pelaksanaan kegiatan sesuai surat/undangan di tambah dengan maksimal
2 (dua) hari, masing masing 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari
setelahnya. _

(2) Jumlah hari perjalanan dinas untuk tujuan melakukan koordinasi dan
konsultasi tanpa undangan dari Kementrian/ Lembaga/instansi pemerintah
daerah lainnya, lamanya hari perjalanan dinas di batasi maksimal 3 (tiga)
hari kerja atau ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang.

(3) Jumlah hari perjalanan dinas untuk tujuan mengikuti Workshop/Bimtek/
Diseminasi/Sosialisasi/Seminar/Lokakarya/ Simposium dan sejenisnya,

1nan dinas ditetapkan maksimal di hitung berdasarkan

o

lamanya hari perje
lamanya hari perjalanan dinas ditetapkan maksimal dihitung berdasarkan
waktu pelaksanaan kegiatan di tambah dengan maksimal 2 (dua) hari,
masing-masing 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelahnya.

\

BABV
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 8
(1) Biaya perjalanan dinas bagl Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah,
Pimpinan DPRD, Anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil serta non Pegawai
Negeri Sipil digolongkan dalam 6 (enam) tingkatan, yaitu:

a. Walikota/Wakil Walikota

b. Sekretaris Dacrah/Pimpinan DPRD, Anggota DPRD;
c. PNS Eselon I

d. PNS Eselon lli;

e. PNS Esclon 1V

f.  PNS Golongan [V dan Il




(6)

g. PNS Golongan II dan I.

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, hanya
diperkenankan melakukan perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus,
seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

Dalam hal menghadiri acara Walikota/Wakil Walikota perlu didampingi
oleh istri, maka dalam hal ini standar biaya yang digunakan disetarakan
dengan Wahkota/ Wakil Walikota.

Ajudan vang diikutsertakan dalam mendampingi Walikota/Wakil Walikota
dapat menggunakan fasilitas hotel yang sama, dengan menggunakan
standar terendah di hotel tersebut.
Biaya Perjalanan bagi Non Pegawai Negeri Sipil dibagi kedalam 6 (enam)
kategori yang kemudian disesuaikan dengan kategori Pegawai Negeri Sipil,
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tokoh Masyarakat/Adat/Agama yang telah dikenal secara massif atau
dalam skala nasional vang diangkat menjadi tenaga ahli narasumber
dalam ‘ner’.j'.vz;unt; pelaksanaan suatu kegiatan SKPD atau

penye lc“ggu.(a; 1 pemerintahan daerah berdasarkan SK Walikota
(disetarakan dengan PNS Eselon II);

b. Tokoh Masyarakat// :i'(:rf Agama telah dikenal secara lokal atau dalam
skala daerah vang diangkat menjadi tenaga ahli narasumber dalam
mendukung pel: ' suatu kegiatan SKPD atau penyelenggaraan
pemerintahan daerah berdasarkan SK Walikota (disetarakan dengan

PNS Eselon III};

c. Perseorangan yang diangkat menjadi tenaga ahli

narasumber/fasilitator/instruktor dalam mendukung pelaksanaan

aral penyelenggaraan pemerintahan daerah
a, (Cisetarakan PNS eselon III) atau disesuaikan
vang bersangkutan;
yan diangkat menjadi tenaga ahli

asumbe _f/ fosiltzror/instruktor dalam mendukung pelaksanaan

| kegiatan SKPD atau penyelenggaraan pemerintahan daerah
. K SKPD, (disetarakan PNS esclon IV) atau
on Pegawai yang bersangkutan;
nangkat menjadi pengurus Ketua Tim Penggerak
1 PNS eselon II);
skat menjadi pengurus dalam Tim Penggerak
nerndukung pelaksanaan suatu kegiatan SKPD
3> merintahan daerah berdasarkan SK Kepala
csclon IV) atau disesuaikan dengan eselon

Pegawal yang bersan .

g. Perseorangan vyang diangkat menjadi tenaga pendukung pelaksana
kegiatan SK PD berdasarkan SK Walikota (setara PNS golongan 11);

1 N scbagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c,d,

nankan melakukan perjalanan Dinas dalam hal

“zlam hal tenaga teknis tidak diperoleh di
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(1)

(2)

(3)
(4)

(S)

(6)

(8)

(%)
(10)
(11)

(12)

(13)

Pasal 9
Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
a. uang harian;
b. biaya transport;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi;
e. biaya menjemput/mengantar jenazah.
Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Biaya perjalanan mulai dari kantor/asal tujuan menuju ke tempat
pemberangkatan  seperti bandara/pelabuhan/terminal bus dan
kepulangan.
b. biaya tiket/alat transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat
tujuan keberangkatan dan kepulangan.
c. Biaya pe ”'"”41‘“;"1"1 mulai dari bandara/pelabuhan/terminal bus ke
tempat tujuan/hotel dan kepulangan.
d. retribusi dan/atau pajak vang dipungut di terminal bus/stasiun/
‘.‘:an(:am pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
Biaya transportasi :i"':)ajfzrxr}:an sesuai dengan biaya riil.
Batasan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
(b) sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Penggunaan krvrwwwm* sewa kendaraan hanya dapat diberikan kepada
Walikota /Wakil Walikota.
Biaya _t enginapan *w imana pada ayat (1) huruf c, dibayarkan
berdasarkan biaya riil vang dikeluarkan untuk membayar harga hotel dan
atau ‘pcz;glnurcm serta mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku
dalam APBN tahun berjalan sebagaimana diatur dengan peraturan
perunaang- undan gan.
Apabila jumlah pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang maka
biaya hotel dapat digabungkan, dengan menyertakan bukti
pertanggungiawaban kwitansi hotel yang digabung nama pelaksana
perjalanan 1S ter

sebut.

s naan perjalaran dinas tidak menggunakan fasilitas hotel
atau tempat sebagaimana dimaksud ayat (6), kepada yang
bersangkutan dib an binya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen)
dari tarif hotel sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan di
bayarkan secara lumpsum.

Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
Pembayaran biava penginapan ditetapkan berdasarkan lamanya menginap
yang dihitung dari jumlah hari perjalanan dinas di kurangi satu hari.
Uang representasi sebagaimane dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan
kepada Walikota/Wakil Wal :“::'1, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan
Anggota DP] “sclon I selama melakukan perjalanan dinas.
Biava menjemput/ mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e, meliputi biaya transport bagi penjemput/pengantar, biaya
pemetian dan biaya angkutan jenazah.

Biaya perjalanan cine am rangka mengikuti workshop/bimtek/
diseminasi/sosialisasi/seminar/lokakarya/simposium dan sejenisnya,
yang membayar biava kontribusi peserta dimana biaya kontribusi tersebut
sudah termasuk biava makan dan akomodasi, maka selama mengikuti

Dalam hal pelak




acara tersebut hanya dibayarkan uang saku, biaya transport lokal dan
uang representasi.
(14) Komponen Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dan diatur dalam
palkan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

lampiran I, y&
Walikota ini
(15) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

(1) Biaya transport dan biaya ~l-omodasi ditetapkan setiap tahunnya dengan
keputusan Walikota tentang satuan biaya perjalanan dinas.

(2) Untuk perjalanan dinas dalam daerah jika menggunakan kendaraan dinas
diberikan biaya bahan bakar yang dihitung berdasarkan jarak antara kota
tempat kedudukan dengan kota tujuan perjalanan dinas yang bersangkutan
dibagi dengan jarak tempuh setiap liter bahan bakar kendaraan yang di
pergunakan.

(3) Jarak tempuh setiap liter bahan bakar menurut jenis dan umur kendaraan
di susun oleh Bagian perlengkapan Sekretariat Daerah.

Pasal 11

(1) Satuan uar
huruf d, di tetapkan s
a. Walikota
b. Sekretaris Daerah
c. Pimpinan DPRD/Anggota DPRD dan PNS Eselon Il

(2) Uang representasi sebag

asi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)
cal berikut:

[Wakil Walikota

iman= jumlah hari perjalanan dinas luar daerah.

Pasal 12

Walikota/Wakil Walikota, Sekretar's Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD
non Pecawai Negeri Sipil dilarang menerima biaya
lc~1i atau lebih) untuk perjalanan dinas yang di

“
o persamaan.

Pegawai Negeri Sipil serta
perjalanan cinas ra
lakukan dalam waktu

Pasal 13

(1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan
dan di bukukan sebagai uang muka.

(2) Biaya perjalanan dinas dimaksudkan pada ayat (1) di bukukan sebagai
pengeluaran definitif setelah pertanggung jawaban perjalanan dinas
Walikota/Wakil Wali  Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota
DPRD Pegawai Negeri Sipil serta non Pegawai Negeri Sipil di terima dan telah
diverikasi ol ahara pengeluaran.

(3) Dalam hal ini perjalanan dinas harus dilaksanakan sementara biaya

oleh ben

perjalanan dinas dapat di bavarkan setelah perjalanan dinas tersebut selesai

dilaksas

(-
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Pasal 14

Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD
Pegawai Negeri Sipil serta non Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan
Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari
pejabat yang berwenang.

BAB VI

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15
Penzanggaran

(1) Biaya Perjalanan Dinas dianggarkan dalam kegiatan yang diuraikan ke
dalam jenis Belanja ¢ dan Jasa, dengan menggunakan obyek belanja
perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah

(2) Pembayaran perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau
mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

(3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan
melalui perikatan dengan penyedia jasa.

Pasal 16

(1) Penyedia mal cksud dalam Pasal 15 pada ayat (3) untuk
pelaksanaan dapat berupa event organizer, biro jasa
perjalanan, peru aal transportasi, dan perusahaan jasa
perhotelan/penginapan.

(2) Penetapa;; pc*‘\/(‘;‘;u_z jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

gatur pengadaan barang/ jasa pemerintah.
1 Dinas yang dapat dilaksanakan dengan

11

sesuai ketentuan vang
(3) Komponen biaya
perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/ pengadaan tiket
dan/atau blaya pengina

pan.

Pasal 17
Perjalanan Dalam Negeri

(1) Untuk melakukan p
Daerah, Pimpinan D
Pegawai Negeri Sipil, -
berwenang untuk menerbitkar
bersangkutan.

(2) Biaya yang
Walikota /Waki

nan dmas Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris
cota DPRD Pegawai Negeri Sipil serta non

an permohonan kepada pejabat yang
surat tugas dan SPD bagi yang

—
-
[

warkan  sehubungan dengan  perjalanan  dinas
., Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota
DPRD Pegav <cr 2 non Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada
anggaran yang tersedia pada SKPD yang bersangkutan.

(3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPD, sekaligus menetapkan
alat transport: vane  digunakan  untuk  melaksanakan perjalanan
bersangku ‘ tikan kepentingan serta tujuan perjalanan
dinas tersebut
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(4) Untuk menjamin ketertiban dalam pelaksanakan perjalanan dinas bagi
Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota
DPRD Pegawai Negeri Sipil sertz non Pegawai Negeri Sipil, maka seluruh
proses penebitan Surat P 2h Perjalanan Dinas (SPD) dilaksanakan pada

Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar dan ditertibkan oleh
yang berwenang.

Fasal 18
Perjalanan Luar Negeri
(1) Dalam mel

Walikota/ W

kukan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan oleh
i ta retaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota
DPRD P v 'b mendapatkan persetujuan dari pihak
Kementrian D serta berpedoman kepada peraturan perjalanan
dinas luar negeri sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-
undangarn.

(2) Perseorangan/|
kegiatan
yang dilaksanakan di
disesuaikar

comwai Negeri Sipil dalam mendukung pelaksanaan
aan pemerintahan daerah berdasarkan SK Walikota
lLar negeri, (disetarakan dengan PNS gol. III) atau
coclon pegawai tersebut sebagai contoh menjadi
merintan kota di luar negeri.

ialanen Dinas Luar Negeri berpedoman kepada satuan
' APEN sebagaimana diatur dengan peraturan

nerra leila T 1
perwaxKlial

Satuan

olaya

P’asal 19
jawaban Perjalanan Dinas

oren dan pertanggung jawaban pelaksanaan

4

e
O
~m
Nad
2

0O
,-‘7

idak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat
Do-ahoha vorubahan dilakukan dengan coretan dan
of dari pejabat yang berwenang.

(2) Dalam SPD
dalam '

secara jelas di catat:

a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan di tandatangani oleh
pejabat yang berwenang /pejabat lain yang ditunjuk
b. tanggel tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh
i ab 11 te -t vang didatangi dan
empat kedudukan dan ditandatangani pejabat
lain yang di tunjuk.
- ri kerja setelah perjalanan dinas berakhir,
g telah dibul catatan tanggal tiba kembali dan telah
cangani olen pejabat yeng berwenang/pejabat lain yang telah di
. d. soranken kepada bendahara pengeluaran yang semula
nbayarkan biaya perjalanan dinas kepada Walikota/Wakil Walikota,
Selreters Dacrah, P onen LPRD, Anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil
erta non Pegawai Negeri Sipil, untuk selanjutnya digunakan dalam

penyusunan pertanggung jawaban oleh bendahara pengeluaran SKPD.

(5) Pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
aye lkumen berupa:

SPD » “lal tordarangaai oleh pejabat yang berwenang dan pejabat
terr et pelaksanaan perizlanan dinas atau pihak terkait yang menjadi

S
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C. pas, zirpot tax, retribusi, dan bukti pembayaran

d. ‘empat menginap lainnya.

€. esual dengan format sebagaimana tercantum
uran Walikota ini.

f. nggunzjawab Belanja sesuai dengan format

i dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

(6) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Workshop/Bimtek/Diseminasi
/Sosialisasi/Seminar/Lokakarya/Simposium dan sejenisnya yang di
berikan biaya kontribusi, pada saat penyerahan SPD sebagaimana
dimze pada ayaet (4 dan ayat (5), juga harus menyerahkan bukti
pembayaran kontribusi dan atau fotocopy sertifikat.

(7) Dalam rangk o derinitif atas biaya perjalanan dinas dimaksud,
bendahara 1geluaran SKPD harus melakukan verifikasi atas pertanggung
discmpaikan oleh Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris

an DPR vnpgota DPRD Pegawai Negeri Sipil serta non
lah melaksanakan perjalanan dinas.

an adanya selisih lebih, baik disebabkan oleh

biaya penginapan maupun yang disebabkan

11
il

<SUC

1awab

ngeluaran SKPD.
SKPD dilarang melakukan pembayaran biaya
inve ika Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris
‘nepgota DPRD Pegawai Negeri Sipil serta non
r gkutan belum menyampaikan pertanggung
ielah dilakukan sebelumnya.

*asal 20

(1) Pejabat dalam lingkup 1 te.han Daerah Kota Makassar berwenang dan
1o jawab atas keleriiban pelaksanaan Peraturan Walikota.

‘wenane waib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas

hal-I ‘one meripunyai prioritas tinggi dan penting serta

enoherns oo cenean mengurangi frekuensi, jumlah orang dan

.,

(8) Walikota /Wakil Wallkota, Seckretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota

DPRD Pegawai Neg “1n11 sertz non Pegawai Negeri Sipil yang melakukan
rerjalana inas bertanggungiawab sepenuhnya atas kerugian yang di
derita crah akibat kesalahan atau kealpaan yang
g ' 11va dengan perjalanan dinas berkenaan.
(4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dapat dikenakan tindakan berupa:

can ketentuan perundang undangan yang

n tindakan-tindakan lainnya menurut

asal 21

r1alsuan dokumen, menaikkan dari harga
.1 ¢ -alanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih)
ertanggungiawab: crizlrnan Dinas yang berakibat kerugian yang
leh daeral riengoung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan
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Pasal 22

Untuk perjalanan dinas luar N Jegeri, mengikuti ketentuan yang di tetapkan oleh
Menteri Keuangan Republik Indonesia dan/atau Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia.

‘%mB vl
PENUTUP

Pasal 23

(1) Ketentuan d:xhinl Peraturan Wal kota ini, berlaku untuk perjalanan dinas
dalam Nege g dibiayai da'i - nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Lﬂu.k assa

(2) Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Walikota

. Pasal 24
N,
Pada saat Peratu Velikota ini rmulal berlaku, maka Peraturan Walikota
Makassar Nomor 9 1 2013 tentang Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota Dewan %ﬂ ral ulan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri
Sipil Kota Makassar, c"_icx-,: ut dan dinvatakan tidak berlaku.
Pasal 25
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar se Li::m orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.
Ditetapkan di Makassar
pada t,anggal 29 Desember 2014
- PN
N
: I,eWALIKQ'I}A MAKASSAR

Q7

MQHERAMDHAN POMANTO

Diunéat'1<>'kar di Makassar
pada tangu 3

KASSAR,

BAL::"R. ] \ AERAH KOTA MAKASSAR “AHUN 2014 NOMOR 64

“



LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

a. Perjalanan
pelaksana:
melekat pe

KOMPONEN BIAVA

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

64 Tahun 2014

29 Desember 2014

PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/WAKIL
SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN DPRD,
ANGGOTA DPRL, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON
PEGAWAL NEGERI SIPIL KOTA MAKASSAR

WALIKOTA,

Dinas

b. Perjalanan
~ .. seminar dan sejenisnya.

c. Perjalanan
dinas/ujian

d. Perjalanan Dinas
pendidikan dan pelatiha

te. Perjalane

n L
menjemput/ mengant
pemakaman jenazah Kepa
Kepala Daerah,
DPRD dan PNS vz
dalam melakukan Pe
f. Perjalanan
menjemput/mengart: ‘
pemakaman jenazah Kepala Daerah
Kepala © ah, Pir
~. DPRD dan PNS yang
tempat kedudukan y
tempat pemakaman.

1%

2.

31

4.

g. Hal-hal lainnya dals
prograrm
Daerah.

Keterangan:

V2

\.‘:-., .

dalam rangka

PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH

Sesuai
penugasan

V1)

v 1)

Sesuali
penugasan

2 (dua) hari

v 3)

Sesuai
penugasan

Maksimal 3
(tiga) hari

Maksimal 3
(tiga) hari

Sesuai
penugasan

bizya penginapa

jlanan Dinas untuk mengikuti kegiatan rapat,
dengan undangan menghadiri.

- uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti
(satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari
¢ dan huruf f diberikan biaya transport Kepala

dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Non
diberidapn paling banyak untuk 4

KOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO
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LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR

TANGGAL

I T TR D ST S T

ESELON IV

64 TAHUN 2014
29 Desember 2014

JABATAR

ESELON 111

B .

)

ITCE T A

A MAKASSAR

; PTMPINAN DAN ANGGOTA

! UDAR i
{E}J i DARA
i i i | ,
! ; 1 ; KSEKUTI
i ! j J R
| | % A -
. {  EKSEKUTIF
; ! | i ,
Garuda/Ekonomi KELAS 2 EKSEKUTIF EKSEKUTIF

i i
WECESS—— S——

Garuda/Ekonomi

KELAS 3

BISNIS

EKONOMI

PNS Gol III dan Gol IV

Garuda/Ekonomi

KELAS 4

BISNIS

EKONOMI

PNS Gol I dan GoL II

Garuda/Ekonomi

KELAS 4

BISNIS

EKONOMI




LAXIPIRAN III PERATURAN WALIKOTA MARASS

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

54 TAHUN
26 Desexn

PEDOMAN
DAN ANGG

5

1
Al

/A IKOTA/WAKIL WALIKOTA, SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN
%11 SIPIL SERTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA MAKASSAR

B! .YA PERJALANAN DINAS

| No | PERTNCIAN BIAYA HAR' | SATUAN JUMLAH KETERANGAN
1  |UANG HARIAN RP RP oo oo oo
RP ... ...cccic i 2 T | s T e
TR ———— RP it isissmnensnesne (|sticnnmionsoosiudoanssinsasnovensaeans
RP ivevneoane oo RP et e sndsmes snsal || aiwuians s wai s svosins sainnscmnman somaisias
RP i o 1 E OO | oo e e Ao
IR < eaiss smeieer aae RP ccvins senversmssnnnsone  Fronmbsnmensnasnssinsssnninsnssn sxwss
P s RP ooin smainessmuenas
L R« SEERR e FlRTe s SRSV S RUPIAH

| Makassar,

ITelah di bay Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp Rp

'Bendahara Yang menerima

INIP. NIP.

‘Menyetujui, Mengetahui,

{PENGGUNA AN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

N, AR

o " TPERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

gDitetapkan sejum -

lyang telah di b .

'sisa kurang /lebih -

PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
Nre.




LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR ' : 64 TAHUN 2014

TANGGAL : 29 Desember 2014
TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, SEKRETARIS DAERAH,
LN DAN ANGCOTA DPRD, PIZGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

JAFTAR PENUCELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

NIP

Jabatan

Berdasarkan Surat Ferintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor .... Tanggal .... , dengan ini kami menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa:

ksanaan SPPD, meliputi :

HARI | SATUAN JUMLAH KETERANGAN

- |Rp - |{Rp
- |Rp - |Rp
- Rp = Rp -
- Rp - |Rp
= Rp - |Rp

- Rp - Rp =

o L RUPIAH

1 < atas benar benar dikeluarkan untuk pelaksanaan
apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas
menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Negara.

—~

i

Demikian pernyatazn i o bual denean seoenarny s, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. i

Mengetahui/Menyetujui Makassar,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAR Pelaksana SPPD

NIP. NIP.

)‘ /"-'-:"
RAMDHAN POMANTO



LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR

TANGGAL
TENTANG

64 TAHUN 2014

29 Desember 2014

PEDOMAN FPERJALANAN DINAS BAGI WALIXOTA/WAKIL WALIKOTA, SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA MAKASSAR

1 Kode Sat

4 Klafikas

Yang bcrtandaxta.nk,rn di bawah in
bertanggungjawab 1 Y 1
menerima serta kebenaran perhitungar

1 atas

SURAT PERI

\ b &

g7

4

......................................................

3} nama

naterial

Teknis Kegiatan (PPTK)
taran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak
g telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan perincian sebagai berikut:

AAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

menyatakan bahwa saya

i Bukti Pajak yang dipungut Bendahara
NO Aku Penerima | U Jumlah Pengeluaran
! Tanggal Nomor PPN PPH
1 5.2.2.15.02 § - - .
N i i
2 { L
Jumla! = - -
Bukti -bukti pengel 1 ds B tersebut diatas, disimpan oleh Bendahara Pengeluaran untuk kelengkapan
administrasi dan pen arat al.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN

Mengetahui,
PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN

NIP ieeecernnnsnnene




